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Abstrak 

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan dimana orang atau badan hukum 

sebagai subjek pembuat kesalahan menerima dan melaksanakan konsekuensi atau 

hukuman atas segala perbuatannya yang dilarang dan bersifat melawan hukum. Tindak 

pidana penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka 

pada tubuh orang lain. Pembelaan diri adalah tindakan atau usaha seseorang untuk 

melindungi diri sendiri dari ancaman, bahaya, atau tindakan yang dapat merugikan. 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Pertanggungjawaban 

Pidana Dalam Pembelaan Diri Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan Oleh 

Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn). Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-

undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Analisis data yang 

digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan 

dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan 

maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam pembelaan diri pada 

tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-

Anak/2020/PN.Kpn) adalah bahwa sesungguhnya anak sebagai pelaku harus dibebaskan 

dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum karena perbuatan tersebut merupakan 

bentuk pembelaan diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP. 

Berdasarkan simpulan tersebut diatas yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah 

hendaknya hakim yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus lebih cermat dan 

teliti sehingga anak bisa dibebaskan dari perbuatan-perbuatannya tersebut. 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Pembelaan; Tindak Pidana; Anak; 

Abstract 

Criminal liability is a situation where the person or legal entity as the subject of the error accepts 

and carries out the consequences or punishment for all their actions which are prohibited and 

unlawful. The crime of abuse is an intentional act that causes pain or injury to another person's 

body. Self-defense is a person's action or effort to protect themselves from threats, dangers, or 

actions that could be detrimental. The problem formulation in this research is criminal liability in 

self-defense in criminal acts of abuse committed by children (Study Decision Number 1/Pid.Sus-
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Anak/2020/PN.Kpn). The type of research used is normative legal research using the statutory 

approach, case approach and analytical approach. Data collection was carried out using primary 

data, secondary data and tertiary data. The data analysis used is descriptive qualitative analysis 

and conclusions are drawn using a deductive method. Based on the research findings and 

discussion, it can be concluded that criminal responsibility in self-defense in criminal acts of abuse 

committed by children (Decision Study Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn) is that the child as 

the perpetrator must be freed from charges. and the demands of the public prosecutor because the act 

was a form of self-defense as regulated in Article 49 paragraph 1 of the Criminal Code. Based on the 

conclusions above, the suggestion in this research is that the judge who sentences the defendant 

should be more careful and careful so that the child can be freed from his actions. 

  

KeyWords: Criminal Liability; Defense; Criminal act; Child; 

A. Pendahuluan 

Negara Indonesia adalah Negara 

hukum sebagaimana yang telah ditentukan 

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

amandemen ke-IV, Negara Indonesia 

merupakan negara hukum (rechstaat) tidak 

didasarkan kekuasaan belakang (mechstaat). 

Hal ini mengandung pengertian bahwa 

negara termasuk didalamnya segala 

perangkat pemerintah dan lembaga-

lembaga dalam melaksanakan tindakan 

apapun harus dilandasi oleh hukum dan 

dapat di pertanggungjawabkan secara 

hukum. Ada tiga prinsip dasar yang wajib 

dihormati, ditaati, dan dijunjung tinggi 

oleh setiap warga negara yaitu supremasi 

hukum, kesetaraan depan hukum dan 

penegakkan hukum harus dilakukan 

dengan cara-cara yang tidak bertentangan 

dengan norma hukum.   

Indonesia telah membuat Undang-

Undang atau peraturan yang berlaku di 

masyarakat dan apabila Undang-Undang 

tersebut dilanggar maka akan diberlakukan 

sanksi sesuai dengan aturan Perundang-

Undangan yang telah dilanggarnya. Salah 

satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur 

terkait tindak pidana penganiayaan yang 

terjadi di dalam masyarakat sesuai dengan 

Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi 

Penganiayaan dihukum dengan hukuman 

penjara selama-lamanya dua tahun delapan 

bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 

4.500,-.  

Tindak pidana penganiayaan 

merupakan tindak pidana yang merugikan 

orang lain dimana dapat menyebabkan 

kecacatan fisik orang tersebut bahkan 

sampai meninggal dunia. Tindak pidana 

tersebut dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor, diantaranya seperti faktor ekonomi, 

lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam 

kehidupan sehari-hari telah banyak terjadi 

penganiayaan yang biasanya dilakukan 

oleh laki-laki kepada perempuan dan juga 

tidak tertutup kemungkinan seorang yang 

sudah dewasa melakukan penganiayaan 

terhadap anak dibawah umur.  
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Tindak pidana penganiayaan menjadi 

salah satu fenomena yang sulit hilang di 

dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai 

tindakan penganiayaan yang sering terjadi 

seperti pemukulan dan kekerasan fisik 

seringkali mengakibatkan luka pada bagian 

tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan 

tidak jarang membuat korban menjadi cacat 

fisik seumur hidup, atau bahkan sampai 

berakibat kepada kematian. Selain itu, 

tindakan penganiayaan juga tidak jarang 

menimbulkan efek atau dampak psikis 

pada si korban seperti trauma, ketakutan, 

ancaman, bahkan terkadang ada korban 

penganiayaan yang mengalami gangguan 

jiwa dan mental. 

Secara umum, tindak pidana terhadap 

fisik manusia dalam KUHP disebut 

penganiayaan. Dibentuknya pengaturan 

tentang kejahatan pada fisik manusia ini 

ditujukan bagi perlindungan kepentingan 

hukum atas fisik dari perbuatan-perbuatan 

berupa penyerangan atas fisik atau bagian 

dari fisik yang mengakibatkan rasa sakit 

atau luka, bahkan karena luka yang 

sedemikian rupa pada fisik dapat 

menimbulkan kematian.  M. H. 

Tirtaamidjaja membuat pengertian 

penganiayaan bahwa menganiaya ialah 

dengan sengaja menyebabkan sakit atau 

luka pada orang lain. Akan tetapi suatu 

perbuatan yang menyebabkan sakit atau 

luka pada orang lain tidak dapat dianggap 

sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu 

dilakukan untuk menjaga keselamatan 

badan.  Tindak pidana penganiayaan diatur 

dalam Pasal 351 KUHP yang mengatur 

bahwa Penganiayaan diancam dengan 

pidana penjara paling lama dua tahun 

delapan bulan atau pidana denda paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah.  

Pada umumnya tindak pidana 

penganiyaan sering dilakukan oleh orang 

dewasa, akan tetapi dalam penelitian ini 

membahas tentang tindak pidana 

penganiayaan yang dilakukan oleh seorang 

anak sebagai bentuk pembelaan pada 

dirinya. Dalam putusan yang peneliti bahas 

dinyatakan bahwa anak tersebut sudah 

melakukan tindak pidana penganiayaan 

yang menyebabkan meninggal dunia. 

Sesuai dengan perbuatan yang 

dilakukannya maka anak tersebut sudah 

memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) 

KUHP yang menyatakan bahwa 

penganiayaan yang mengakibatkan 

kematian dan dihukum dengan hukuman 

penjara selama-lamanya 7 tahun. Namun 

pada saat persidangan Majelis Hakim 

menjatuhkan hukuman kepada anak 

dengan memutus bahwa anak tersebut 

dihukum dengan Pembinaan di Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak.  

Seperti pada studi Putusan Nomor 

1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Kpn dimana 

pelaku atas nama Mochamad Zainul 

Afandik Als. Fandik Bin Saruj. Peristiwa 

tersebut bermula ketika anak mengedarai 

sepeda motor bersama anak saksi  dan 

tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan 

desa Gondanglegi Kulon Kecamatan 

Gondanglegi, Kabupaten Malang 

selanjutnya anak bersama Anak Saksi 

berhenti dan pada saat yang demikian 

korban Misnan dan Mad menghampiri 

Anak pelaku  anak, selanjunya korban 
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Misnan meminta seluruh barang milik 

anak, dan anak menyerahkan ponsel dan 

berharap kunci sepeda motor dikembalikan 

oleh saksi Mad. 

Setelah itu korban Misnan dan Mad 

berunding, kemudian anak  berkesempatan 

membuka jok sepeda motornya, dan 

setelah jok terbuka  kemudian anak 

mengambil sebilah pisau yang sudah 

dibawa dari rumah, melihat keadaan 

seperti itu anak emosi dan mengarahkan 

ujung pisau  yang telah dipersiapkan 

kedada korban Misnan sebanyak 1 kali 

hingga menancap pada korban sambil anak 

mengatakan “Jancuk Tak Pateni Kon“, dan  

keesokan harinya korban yang bernama 

Misnan ditemukan sudah dalam keadaan 

meninggal dunia dengan luka ditubuh, 

sesuai hasil Visum et  Repertum nomor: 

19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019. 

Terhadap putusan tersebut peneliti 

berpendapat bahwa anak tersebut tidak 

bisa diberikan hukuman karena anak 

tersebut melakukan penganiayaan yang 

mengakibatkan meninggal dunia karena 

dalam keadaan terpaksa. Hal tersebut 

sudah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP 

yang menyatakan bahwa barang siapa 

melakukan perbuatan yang terpaksa 

dilakukannya untuk mempertahankan 

dirinya atau diri orang lain, 

mempertahankan kehormatan atau harta 

benda sendiri atau kepunyaan orang lain 

daripada serangan yang melawan hak dan 

mengancam dengan segera pada saat itu 

juga tidak boleh dihukum. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis 

sangat tertarik untuk menyusun skripsi 

dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana 

Dalam Pembelaan Diri Pada Tindak Pidana 

Penganiayaan Yang dilakukan Oleh Anak 

(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-

Anak/2020/PN.Kpn)”. 

 

Tindak Pidana Penganiayaan 

P.A.F Lamintang menyebutkan bahwa 

penganiayaan adalah suatu kesengajaan 

yang menimbulkan rasa sakit atau luka 

pada tubuh orang lain. Dengan demikian, 

untuk menyebut seseorang telah 

melakukan penganiayaan maka orang 

tersebut harus mempunyai opzet atau 

kesengajaan untuk menimbulkan luka atau 

rasa sakit pada orang lain.  

Kesengajaan seseorang untuk 

melakukan penganiayaan tidak hanya 

difokuskan dalam bentuk pemukulan 

ataupun pengirisan semata, akan tetapi 

juga bisa disamakan dengan menganiaya 

jika seseorang melakukan kekerasan 

merusak kesehatan orang lain. Namun, jika 

merusak kesehatan itu dilakukan dengan 

memberikan makanan atau minuman yang 

berbahaya bagi nyawa atau kesehatan 

orang, maka yang diterapkan adalah Pasal 

386 KUHP. Percobaan menganiaya tidak 

dipidana, tetapi percobaan untuk 

melakukan penganiayaan yang dipikirkan 

lebih dulu (met voor bedachten rade) dapat 

dipidana.  

Menurut para ahli ada beberapa 

pengertian tentang penganiayaan 

diantaranya ialah Menurut Hooge Raad 

penganiayaan adalah setiap perbuatan 

yang dilakukan dengan sengaja untuk 

menimbulkan rasa sakit atau luka kepada 
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orang lain, dan semata-mata menjadi 

tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi 

tidak boleh merupakan suatu alat untuk 

mencapai suatu tujuan yang 

diperkenankan.  

Poerwodarminto berpendapat bahwa 

penganiayaan adalah perlakuan sewenang-

wenang dalam rangka menyiksa atau 

menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas 

melakukan suatu perbuatan dengan tujuan 

menimbulkan rasa sakit atau luka pada 

orang lain, unsur dengan sengaja di sini 

harus meliputi tujuan menimbulkan rasa 

sakit atau luka pada orang lain, unsur 

dengan sengaja di sini harus meliputi 

tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka 

pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku 

menghendaki akibat terjadinya suatu 

perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini 

harus disimpulkan dari sifat pada 

perbuatan yang menimbulkan rasa sakit 

atau luka pada orang lain. Dalam hal ini 

harus ada sentuhan pada badan orang lain 

yang dengan sendirinya menimbulkan 

akibat sakit atau luka pada orang lain. 

Misalnya memukul, menendang, menusuk, 

mengaruk, dan sebagainya.  

Kamus hukum memberikan arti 

bahwa penganiayaan adalah perbuatan 

menyakiti atau menyiksa terhadap manusia 

atau dengan sengaja mengurangi atau 

merusak kesehatan orang lain.  Sedangkan 

R. Soesilo berpendapat bahwa yang 

dinamakan penganiayaan adalah Sengaja 

menyebabkan perasaan tidak enak 

(penderitaan), Menyebabkan rasa sakit, 

Menyebabkan luka-luka. 

Pembelaan Diri 

Pada dasarnya pembelaan diri 

merupakan hak yang menjadi naluri setiap 

orang untuk mempertahankan dirinya atau 

orang lain, harta benda dan kehormatannya 

dari perbuatan jahat pihak lain, yang 

hendak merusak atau merugikan secara 

melawan hukum.  Naluri membela diri 

manusia tumbuh karena terpaksa dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, 

hartanya maupun kehormatannya dari 

berbagai tindakan kejahatan. Tindakan atau 

upaya yang dilakukan oleh seseorang saat 

berusaha menyelamatkan diri mereka dari 

suatu serangan tindak pidana ini tidak 

jarang yang menjadi bumerang bagi 

mereka dan berbalik menjadikan mereka 

pelaku tindak pidana. 

Pembelaan diri dalam hukum positif 

diatur dalam Pasal 49 KUHP ayat (1) yang 

menyatakan bahwa “Barang siapa 

melakukan perbuatan yang terpaksa 

dilakukannya untuk mempertahankan 

dirinya atau diri orang lain 

mempertahankan kehormatan atau harta 

benda sendiri atau kepunyaan orang lain 

dari kepada seorang yang melawan hak 

dan merancang dengan segera pada saat itu 

juga tidak boleh di hukum”, ayat (2) yang 

menyatakan bahwa “Pembelaan terpaksa 

yang melampaui batas, yang langsung 

disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang 

hebat karena serangan atau ancaman 

serangan itu, tidak dipidana” Pasal 49 

KUHP tidak menjelaskan secara eksplisit 

apa yang dimaksud dengan pembelaan diri 

(noodweer), Pasal 49 KUHP hanya 

menguraikan syarat-syarat bagi orang yang 

melakukan tindakan melawan hukum, 
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namun tidak dipidana. Berdasarkan Pasal 

49 KUHP, seseorang dianggap melakukan 

pembelan dan tidak dipidana jika 

memenuhi syarat-syarat berikut: 

1. Adanya serangan (aanranding) Tidak 

semua serangan dapat dilakukan 

noodeweer, terdapat syarat-syarat 

serangan sehingga dapat dilakukan 

pembelaan diri yaitu: 

a. Serangan mengancam dengan tiba-

tiba atau serangan itu terjadi seketika 

(ogenblikkelijk ofonmid delijk dreigen). 

b. Serangan yang datang harus bersifat 

melawan hukum (wederrech- telijk 

aanranding). 

2. Perlunya membela diri terhadap 

serangan yang datang, tetapi perlu 

diketahui bahwa pembelaan diri tidak 

semuanya merupakan noodweer, 

pembelaan diri yang merupakan 

noodweer harus memenuhi syarat-syarat 

berikut: 

a. Pembelaan diri merupakan keharusan 

(de verdediginc, moet geboden zijkn). 

b. Pembelaan diri tersebut merupakan 

pembelaan terpaksa (nood zakelijk 

verdidiging), pembelaan diri harus 

dilakukan karena adanya 

keterpaksaan atau tidak ada pilihan 

lain. Jika masih punya pilihan atau 

kesempatan maka sebaiknya 

dianjurkan untuk menghindar atau 

melarikan diri dan meminta 

pertolongan. 

Anak 

Menurut Undang-Undang 

perlindungan anak, anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan anak 

yang berhadapan dengan hukum adalah 

anak yang berkonflik dengan hukum, anak 

yang menjadi korban tindak pidana secara 

yuridis kedudukan anak menimbulkan 

akibat hukum, dalam lapangan hukum 

keperdataan, akibat hukum terhadap 

kedudukan seorang anak menyangkut 

kepada persoalan hak dan kewajiban, 

seperti masalah kekuasaan orang tua 

pengakuan sahnya anak dan lain-lain, 

sedangkan dalam lapangan hukum pidana 

menyangkut masalah pertanggungjawaban 

pidana.  

Karena adanya berbagai kepentingan 

yang hendak dilindungi oleh masing-

masing lapangan hukum, membawa akibat 

kepada adanya perbedaan penafsiran 

terhadap perumusan kriteria seorang anak. 

Perumusan seorang anak dalam berbagai 

rumusan Undang-Undang tidak 

memberikan pengertian akan konsepsi 

anak, melainkan perumusan yang 

merupakan pembatasan untuk suatu 

perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, 

dan tujuan tertentu. 

Dalam Undang-Undang nomor 23 

Tahun 2002 tentang perlindungan anak, 

dikatakan bahwa anak adalah amanah dan 

karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 

dirinya melekat harkat dan martabat 

sebagai menusia seutuhnya, lebih lanjut 

dikatakan bahwa anak adalah tunas, 

potensi, dan generasi muda penerus cita-

cita perjuangan bangsa, memiliki peran 

strategis dan mempunyai ciri dan sifat 

khusus yang menjamin kelangsungan 

eksistensi bangsa dan negara pada masa 
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depan. Oleh karena itu agar setiap anaka 

kelak mampu memikul tanggung jawab 

tersebut, maka ia perlu mendapat 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal, 

baik fisik, mental maupun sosial, dan 

berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya 

perlindungan serta untuk mewujudkan 

kesejahteraan anak dengan memberikan 

jaminan terhadap pemenuhan hakhaknya 

serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.  

Anak adalah generasi penerus yang 

akan datang. Baik buruknya masa depan 

bangsa tergantung pula pada baik 

buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka perlakuan 

terhadap anak dengan cara yang baik 

adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa 

tumbuh berkembang dengan baik dan 

dapat menjadi pengemban risalah 

peradaban bangsa ini. Anak harus dididik 

secara baik karena anak merupakan 

individu yang belum matang baik secara 

fisik, mental maupun sosial. Karena 

kondisinya yang rentan, tergantung dan 

berkembang, anak dibandingkan dengan 

orang dewasa lebih beresiko terhadap 

tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, 

dll. 

Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana dalam 

bahasa Inggris disebut sebagai 

responsibility, atau criminal liability yang 

menjurus kepada pemidanaan pelaku 

dengan maksud untuk menentukan apakah 

seseorang Terdakwa atau tersangka 

dipertanggung jawabkan atas suatu 

Tindakan pidana yang terjadi atau tidak. 

Untuk dapat dipidananya si pelaku, 

diharuskan tindak pidana yang 

dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur 

delik yang telah ditentukan dalam undang-

undang. Apabila diterjemahkan delik 

merupakan tindak pidana, kata tindak 

pidana tersebut sudah banyak diketahui 

oleh orang dan sudah dipakai dalam semua 

Undang-undang. Namun untuk saat ini 

kata tindak pidana lebih sering disebut 

dengan delik karena banyak para ahli 

hukum/penulis menerjemahkan kata delik 

dengan istilah yang berbeda namun 

memiliki arti yang sama. Untuk itu di 

setiap tulisan memakai kata delik saja, yang 

netral itu.  

Menurut   Sudarto,   pengertian   

pertanggungjawaban   dalam   hukum   

pidana   dapat disamakan  dengan  

pengertian  kesalahan  dalam  arti  yang  

seluas-luasnya.  Sudarto mengemukakan   

bahwa   pertanggungjawaban   pidana   

(kesalahan   dalam   arti   yang seluas-

luasnya) terdiri atas beberapa unsur , yaitu: 

1. Adanya  kemampuan  bertanggung  

jawab  pada  si  pembuat,  artinya  

keadaan jiwa si pembuat harus normal. 

2. Hubungan  batin  antara  si  pembuat  

dengan  perbuatannya,  yang  berupa 

kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). 

3. Tidak  adanya  alasan  yang  menghapus  

kesalahan atau  tidak  adanya  alasan 

pemaaf. 

Pertanggungjawaban pidana adalah 

diteruskannya celaan yang objektif yang 

ada pada tindak pidana, dan secara 

subjektif kepada seseorang yang memenuhi 

syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena 
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perbuatannya itu.  Yang dimaksud dengan 

celaan objektif adalah perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang tersebut 

merupakan perbuatan yang dilarang oleh 

hukum baik hukum formil maupun hukum 

materil. Sedangkan yang dimaksud dengan 

celaan subjektif adalah orang yang 

melakukan perbuatan yang dilarang atau 

bertentangan dengan hukum. 

Utrech menyatakan bahwa adanya 

suatu perbuatan yang melawan hukum 

belum cukup untuk menjatuhkan 

hukuman. Disamping perbuatan yang 

melawan hukum itu, harus juga ada 

seorang pembuat (dader) harus bersalah 

(schuldhebben).  Seorang pembuat yang 

dimaksud ialah orang sebagai subjek 

hukum, dalam hal pertanggungjawaban 

pidana terdapat 2 (dua) kategori orang 

sebagai pembuat kesalahan yaitu orang 

yang mampu bertanggungjawab dimana 

secara jasmani dan rohani masih sehat dan 

orang yang tidak mampu 

mempertanggungjawabkan kesalahannnya. 

Orang yang tidak mampu 

mempertanggungjawabkan kesalahan 

dianggap tidak dapat 

dipertanggungjawabkan karena sudah 

terbukti secara sah bahwa orang tersebut 

mengalami jiwa yang cacat dalam 

pertumbuhannya, dan jiwa terganggu 

karena penyakit.  Menurut hemat penulis 

bahwa pertanggungjawaban pidana 

merupakan suatu keadaan dimana orang 

atau badan hukum sebagai subjek pembuat 

kesalahan menerima dan melaksanakan 

konsekuensi atau hukuman atas segala 

perbuatannya yang dilarang dan bersifat 

melawan hukum. 

 

B. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian hukum normatif yang mana 

hukum normatif merupakan penelitian 

hukum yang meletakan hukum sebagai 

sebuah sistem yang mengkaji dan 

menggunakan data sekunder. Dalam 

melakukan penelitian ini, penulis 

menggunakan metode pendekatan 

penelitian, yaitu pendekatan peraturan 

perundang-undangan, dan pendekatan 

kasus, serta pendekatan analitis. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu dengan studi pustaka 

yang dilakukan yaitu dengan cara 

mengumpulkan data sekunder. Data 

sekunder terdiri dari tiga bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Analisis data kualitatif adalah 

suatu proses mencermati data yang telah 

dikumpulkan secara kualitas dengan tidak 

mengunakan angka-angka. Sedangkan 

deskriptif adalah memberikan suatu 

gambaran seluruh data subjek sesuai 

kenyataan yang sebenarnya secara logis, 

sistematis, dan dapat diuji kebenarannya. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pertanggungjawaban pidana 

merupakan suatu keadaan dimana orang 

atau badan hukum sebagai subjek pembuat 

kesalahan menerima dan melaksanakan 

konsekuensi atau hukuman atas segala 
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perbuatannya yang dilarang dan bersifat 

melawan hukum. Pada hakikatnya 

pertanggungjawaban pidana ialah suatu 

sistem yang dibangun oleh hukum pidana 

untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 

kesepakatan menolak suatu perbuatan 

tertentu.  Menurut Roeslan Saleh bahwa 

pertanggungjawaban pidana merupakan 

sebagai diteruskannya celaan yang objektif 

yan gada pada perbuatan pidana dan 

secara subjektif memenuhi syarat untuk 

dapat dipidana karena perbuatannya 

tersebut.  

Seseorang atau pelaku tindak pidana 

tidak akan tidak akan dimintai 

pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi 

pidana apabila tidak melakukan perbuatan 

pidana dan perbuatan pidana tersebut 

haruslah melawan hukum, namun 

meskipun dia melakukan perbuatan 

pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, 

orang yang melakukan perbuatan pidana 

hanya akan dipidana apabila dia terbukti 

secara sah dan meyakinkan melakukan 

kesalahan. Dalam putusan nomor 

1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn 

mendudukkan terdakwa atas nama 

Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik Bin 

Saruji telah melakukan penganiayaan yang 

mengakibatkan korbannya meninggal 

dunia. Terdakwa dan korban sama-sama 

sebagai anak yang belum berusia 18 

(Delapan belas) tahun. Terdakwa 

melakukan perbuatannya karena dalam 

keadaan terpaksa yang mana korban 

mengancam perempuan untuk 

menyerahkan motor dan HP terdakwa. 

Dalam kronologis kasus dijelaskan bahwa 

benar terdakwa menusukkan pisau kepada 

korban yang mengakibatkan korban 

meninggal dunia. 

Dalam Undang-Undang tidak 

memberikan perumusan apa yang 

dinamakan penganiayaan. Menurut R. 

Soesilo bahwa penganiayaan adalah 

sengaja menyebabkan perasaan tidak enak 

(penderitaan), menyebabkan rasa sakit, 

menyebabkan luka-luka.  Poerwodarminto 

berpendapat bahwa Penganiayaan adalah 

perlakuan sewenang-wenang dalam rangka 

menyiksa atau menindas orang lain. 

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu 

perbuatan dengan tujuan menimbulkan 

rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur 

dengan sengaja di sini harus meliputi 

tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka 

pada orang lain, unsur dengan sengaja di 

sini harus meliputi tujuan menimbulkan 

rasa sakit atau luka pada orang lain. 

Dengan kata lain si pelaku menghendaki 

akibat terjadinya suatu perbuatan. 

Kehendak atau tujuan di sini harus 

disimpulkan dari sifat pada perbuatan 

yang menimbulkan rasa sakit atau luka 

pada orang lain. Dalam hal ini harus ada 

sentuhan pada badan orang lain yang 

dengan sendirinya menimbulkan akibat 

sakit atau luka pada orang lain. Misalnya 

memukul, menendang, menusuk, 

mengaruk, dan sebagainya. 

Sudarsono mengatakan bahwa Kamus 

hukum memberikan arti bahwa 

penganiayaan adalah perbuatan menyakiti 

atau menyiksa terhadap manusia atau 

dengan sengaja mengurangi atau merusak 

kesehatan orang lain.  Wirjono berpendapat 
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bahwa menurut terbentuknya pasal-pasal 

dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana 

Belanda, mula-mula dalam rancangan 

Undang-Undang dari Pemerintahan 

Belanda ini hanya dirumuskan dengan 

sengaja merusak kesehatan orang lain 

karena perumusan ini tidak tepat. 

Karena meliputi perbuatan pendidik 

terhadap anak dan perbuatan dokter 

terhadap pasien. Keberatan ini diakui 

kebenarannya, maka perumusan ini diganti 

menjadi penganiayaan, dengan sengaja 

bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan 

tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

tindak pidana penganiayaan adalah semua 

tindakan melawan hukum dan tindakan 

seseorang kepada orang yang 

membahayakan atau mendatangkan rasa 

sakit pada badan atau anggota badan 

manusia yang mana luka yang diderita 

oleh korban sesuai dengan kategori luka 

pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi: 

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang 

tidak memberi harapan akan sembuh 

sama sekali, atau yang menimbulkan 

bahaya maut. 

2. Tidak mampu terus menerus untuk 

menjalankan tugas jabatan atau 

pekerjaan pencarian. 

3. Kehilangan salah satu panca indra. 

4. Mendapat cacat berat. 

5. Menderita sakit lumpuh. 

6. Terganggu daya pikir selama empat 

minggu atau lebih. 

7. Gugur atau matinya kandungan seorang 

perempuan. 

Tindak pidana penganiayaan ini ada 

kalanya disengaja dan terkadang karena 

kesalahan. Tindak pidana penganiayaan 

sengaja yaitu perbuatan yang disengaja 

oleh pelakunya dengan sikap permusuhan. 

Atas perbuatannya terdakwa didakwa 

dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP yang 

menyatakan bahwa setiap orang yang 

melakukan tindak pidana penganiayaan 

jika mengakibatkan mati, diancam dengan 

pidana penjara paling lama tujuh tahun. 

Untuk meminta pertanggungjawaban 

pidana kepada terdakwa maka terdakwa 

harus memenuhi unsur-unsur Pasal 351 

ayat 3 KUHP yang didakwakan kepadanya 

sebagai berikut: 

1. Penganiayaan 

Bahwa penganiayaan adalah 

dengan sengaja menimbulkan sakit atau 

luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan 

dalam surat tuduhan. Bahwa undang-

undang tidak memberikan pengertian 

mengenai kesengajaan. Dalam Memorie 

van Toelichting (MvT) terdapat  

keterangan yang menyatakan pidana 

pada umumnya hendaknya dijatuhkan 

hanya pada barang siapa melakukan 

perbuatan yang dilarang, dengan 

dikehendaki (willens) dan diketahui 

(wetens). Dengan singkat dapat disebut 

bahwa kesengajaan itu adalah orang 

yang menghendaki dan orang yang 

mengetahui. Berdasarkan kronologis 

kasus bahwa benar anak sebagai korban 

telah melakukan penganiayaan dimana 

menusukkan pisau ke bagian dada 

korban. 

2. Perbuatan Yang Mengakibatkan Mati 
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Perbuatan yang mengakibatkan 

mati merupakan suatu perbuatan yang 

mengakibatkan hilangnya nyawa 

seseorang. Berdasarkan kronologis kasus 

bahwa perbuatan yang dilakukan Anak 

terhadap  korban mengakibatkan korban 

meninnggal dunia maka unsur 

perbuatan yang mengakibatkan mati 

telah terpenuhi. 

Menurut para ahli ada beberapa 

pengertian tentang penganiayaan 

diantaranya sebagai berikut:  

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), 

penganiayaan adalah Setiap perbuatan 

yang dilakukan dengan sengaja untuk 

menimbulkan rasa sakit atau luka 

kepada orang lain, dan sematamata 

menjadi tujuan dari orang itu dan 

perbuatan tadi tidak boleh merupakan 

suatu alat untuk mencapai suatu tujuan 

yang diperkenankan. 

2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja 

Menganiaya adalah dengan sengaja 

menyebabkan sakit atau luka pada orang 

lain. akan tetapi suatu perbuatan yang 

menyebabkan sakit atau luka pada orang 

lain, tidak dapat dianggap sebagai 

penganiayaan kalau perbuatan itu 

dilakukan untuk menambah 

keselamatan badan. 

3. Menurut doktrin mengartikan 

penganiayaan sebagai, setiap perbuatan 

yang dilakukan dengan sengaja untuk 

menimbulkan rasa sakit atau luka pada 

orang lain. 

Tindak pidana penganiayaan sering 

terjadi di lingkungan masyarakat yang 

dilakukan dengan sengaja untuk melukai 

orang lain sehingga ada beberapa ahli 

hukum yang memberikan pendapatnya 

tentang penganiayaan. Pengertian 

penganiayaan menurut beberapa ahli 

hukum hampir sama sehingga penulis 

merumuskan bahwa tindak pidana 

pengiayaan merupakan suatu perbuatan 

yang dilakukan dengan sengaja oleh 

seseorang untuk menimbulkan rasa sakit 

atau luka kepada orang lain. kemudian 

terlepas dari itu, penganiayaan juga tidak 

bisa serta merta digunakan sebagai 

tuduhan akan tetapi penganiayaan yang 

terjadi harus dilihat dari tujuan pelakunya. 

Jika penganiayaan tersebut dilakukan 

untuk keselamatan diri maka penganiayaan 

tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak 

pidana. 

Seorang yang dapat dimintai 

pertanggungjawabannya secara hukum 

harus dipastikan bahwa orang tersebut 

mampu untu bertanggungjawab secara 

jasmani dan rohani yang artinya bahwa 

terdakwa sehat secara fisik dan sehat secara 

mental. Berdasarkan fakta yang didapatkan 

dalam persidangan terdakwa sehat secara 

jasmani dan rohani yang dibuktikan 

dengan pengakuan bahwa terdakwa 

menyadari perbuatannya yang 

menimbulkan rasa sakit kepada orang lain. 

Negara Indonesia adalah negara hukum 

sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 

3 UUD 1945, dimana tujuan hukum sendiri 

ada 3 yaitu kepastian hukum, Keadilan 

hukum dan kemanfaatan hukum, namun 

dari ketiga tujuan hukum tersebut 

keadilanlah yang menjadi tujuan utama 
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ketimbang kemanfaatan hukum dan 

kepastian hukum.  

Berdasarkan kronologis kasus, 

keterangan saksi dan alat bukti lainnya 

penulis berpendapat bahwa dalam putusan 

ini terdapat kasus tindak pidana 

penganiayaan yang mengakibatkan 

korbannya meninggal dunia yang 

dilakukan oleh seorang anak. Dalam 

kronologis kasus dijelaskan bahwa 

terdakwa dan korban sama-sama berstatus 

sebagai anak yang belum berusia 21 (Dua 

puluh satu) tahun. Penulis berpendapat 

bahwa harusnya anak tidak diberikan 

pidana karena seperti yang kita ketahui 

bahwa tindakan anak tersebut yang 

melakukan penusukan kepada korban 

sebagai bentuk pembelaan diri, hal itu 

didasarkan dalam kronologis kasus yang 

menguraikan bahwa terdakwa menghindar 

supaya tidak diperkosa oleh si korban 

sehingga tanpa pikir panjang maka anak 

sebagai terdakwa langsung melakukan 

tindakannya tersebut tanpa memikirkan 

akibat dari perbuatannya. Penulis 

berpendapat harusnya anak sebagai pelaku 

diberikan perlindungan hukum karena 

yang dilakukannya adalah untuk 

melindungi diri dari perbuatan korban 

bukan untuk melakukan pembunuhan. 

D. Penutup  

Berdasarkan temuan penelitian dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa pertanggungjawaban pidana dalam 

pembelaan diri pada tindak pidana 

penganiayaan yang dilakukan oleh anak 

(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-

Anak/2020/PN.Kpn) adalah bahwa 

sesungguhnya anak sebagai pelaku harus 

dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan 

jaksa penuntut umum karena perbuatan 

tersebut merupakan bentuk pembelaan diri 

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 

49 ayat 1 KUHP. 

Berdasarkan simpulan tersebut diatas 

yang menjadi saran dalam penelitian ini 

adalah hendaknya hakim yang 

menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 

harus lebih cermat dan teliti sehingga anak 

bisa dibebaskan dari perbuatan-

perbuatannya tersebut. Hendaknya 

Mahkamah Agung mengeluarkan 

peraturan terkait tindak pidana yang 

dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri 

untuk tidak dipidanakan. 
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